
; a. bahwa tunjangan perurnahan 
Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nias telah dianggarkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015; 

b. bahwa besaran tunjangan perurnahan 
Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nias didasarkan atas perhitungan riil 
dengan mernpertirnbangkan asas 
kepatu tan, kewajaran dan rasionalitas 
serta standar harga seternpat yang 
berlaku; 

, Menimbang 

BUPATI NIAS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b dan huruf c tersebut di atas, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Nias tentang Besaran Tunjangan 
Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 
2015; 

r: • 

... 

c. bahwa besaran tunjangan perumahan 
Pimpinan dan Anggota DPRD 
Ka bu paten Nias tahun 2015 
besarannya sama dengan tahun 2014 
sesuai dengan Peraturan Bupati Nias 
Nomor 26 Tahun 2014 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nias Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 
Besaran Tunjangan Perumahan 
Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nias Tahun Anggaran 2014 (terlarnpir) 
yang didasarkan atas Berita Acara 
Tim Survey Independen Besaran 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Nias Tahun 
2014 Nomor 12/Tim/VIII/2014 
tanggal 9 Nopember 2014; 
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1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 
Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten­ 
Kabupaten dalam lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
1092}.; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tcntang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2004 ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 
4400); 

- 

• 

Mengingat 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 5587), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 ten tang Perubahan atas - 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5657); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 
(t.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor .5234); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



9. Peraturan Pernerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 
4416), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 4 7 l Tambahau Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 
4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

5 
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12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan P.emerintahan antara 
Pernerintah, Pernerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerin tahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nias; 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias 

adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah Kabupaten Nias. 

7 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG 
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN NIAS TAHUIN ANGGARAN 
2015. 

MEMUTUSKAN : 

Daerah; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015; 

18. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 
Tahun 2014 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015; 

Negeri 
ten tang 
Hukum 

16. Peraturan Menteri Dalam 
Nomor 1 Tahun 2014 
Pembentukan Produk 
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Pasal2 
Dengan Peraturan Bupati Nias ini, ditetapkan Besaran 
Tunj angan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nias. 

4. Bupati adalah Bupati Nias. 
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua 

DPRD. 
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah 
mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Ka bu paten 
Nias. 

8. Sekretaris OPRD adalah pejabat perangkat daerah 
yang memimpin Sekretariat DPRD. 

9. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang 
disecliakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan 
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, 
rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas 
jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, 
uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya 
pengurusanjenazah. 

10. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk 
menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nias selanjutnya disebut APBD adalah Keuangan 
Tahunan Pemerintah Daerah. 
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Pasal 6 
Pajak Penghasilan Pasal 21, Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias atas 
penerimaan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dibebankan kepada yang bersangkutan 
sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang 
perpaj akan. 

Pasal 5 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Pos DPRD 
Kabupaten Nias. 

Pasal 4 
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 dibayarkan per-bulan terhitung mulai bulan Januari 
2015 kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Nias. 

Pasal 3 
Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015, sebagai berikut: 
a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Nias sebesar Rp, 7 .000.000.--- (tujuh juta 
rupiah); dan 

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nias sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu 
rupiah). 

BABil 
TUN'JANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUR 2015 NOMOR : 6 SERI : E 

NIAS, 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 1 April 2015 

SEKBETARJS WPATEN 

/E'. Y ANUS LAROSA 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 1 April 2015 

BUPATI NIAS, 

ttd 
SOKHIATULO LAOLI 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerin tahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Nias mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 

Pasal 8 
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Pelanggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran 
atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar 
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nias ini 
dinyatakan melanggar hukum. 


